
















































































TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PENGASUHAN ANAK 
SETELAH PERCERAIAN 





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab orang tua 
terhadap pengasuhan anak setelah perceraian, serta untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak setelah terjadi perceraian 
serta akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh terhadap anak 
setelah bercerai. Penelitian ini mendasar pada penelitian hukum normatif. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah sekunder dan primer, kemudian dianalisi dengan 
menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban nya akan dikenai sanksi pidana dan 
dicabut kekuasaan sebagai orang tua 
 





The purpose of this study was to know a responsibility of parents for the care of 
children after divorce, as well as to determine the consideration of the judge in 
determining child custody and divorced law effect if parents do not carry out the 
custody of children after this divorce. The research is normative legal research. 
Resource data in this research are secondary and primary, then analyzed using 
methods normatif. Based on showed research results that parents who do not 
implemen his obligations will be subject to criminal sanction and deprived of 
power as the elderly 
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1. PENDAHULUAN 
Perkawinan adalah ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan 
keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami isteri memikul amanah dan 
tanggung jawab. Sesuai dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semua rumah tangga sebenarnya menginginkan 
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terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta 
memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Namun dalam 
sebuah keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan 
persatuan yang dibina, bahkan keutuhan yang kuat bisa terancam dan 
berakibat kepada perceraian. 
Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan 
perkawinan.1  Menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 
1974 menyebutkan bahwa : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian 
ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member 
keputusannya; (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat 
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ 
atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.orang tua tetap 
bertanggung jawab terhadap hak asuh anak memkipun sudah bercerai.hak 
asuh ialah tanggung jawab resmi untuk memelihara dan memutuskan 
masadepan anak. Melalui alasan -alasan tersebut di atas, maka suami atau 
isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri setempat. 
Apabila pengadilan sudah memutuskan putusnya perkawinan maka akan 
timbul permasalahan mengenai hak asuh anak antara ikut si bapak atau ibunya 
serta bagaimana  tanggung jawab  orang tua terhadap hak asuh anak tersebut 
setelah perceraian. Putusnya perkawinan tidak hanya adanya perubahan hak 
dan kewajiban terhadap suami isteri, Tetapi juga tanggung jawab orang tua 
terhadap anak.Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian 
adalah lebih mengutamakan kepentingan si anak yaitu diantaranya anak 
berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara 
keseluruhan dari orang tuanya. 
                                                            
1 Al Hamdani. 2002. Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, hal. 202 
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Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 
: “Dalam hal terjadi perceraian,kedua orang tua tetap berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu 
kawin atau dapat berdiri sendiri”. 
Mengenai pihak mana yang memiliki tanggung jawab terhadap hak asuh 
anak, Pasal 41 huru a UU 1/ 1974 mengatakan bahwa: (a) Baik itu atau bapak 
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 
berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; (b) Bapak yang 
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 
diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi 
kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibut ikut memikul 
biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas isteri. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa, baik ibu 
atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode pendekatan yang di pakai oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah menggunakan metode normatif,karenadalam penelitian ini hukum 
dikonsepkan sebgai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan 
yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atauhukum dikonsepkan 
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 
dianggap pantas.dalam penelitian ini,penulis mencari dan menganalisis 
kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Orang Tua 
Terhadap Pengasuhan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan 
Negeri Surakarta). Penelitian ini penulis menggunakan metode hukum 
normatif yaitu meneliti aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum,doktrin dan 
lain-lain. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Hak Asuh Anak Setelah 
Perceraian 
Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua hal yakni cerai 
talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah salah satu bentuk pemutusan 
hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak 
memungkinkan lagi bagi suami istri untuk meneruskan kehidupan rumah 
tangga. Cerai gugat adalah gugatan perceraian dari pihak istri dengan 
alasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah 
No 9 th 75 jo pasal 116 Komplikasi hukum Islam. Kemudian putusnya 
perkawinan karena keputusan Pengadilan. Ada dua tipe perbedaan jika 
perkawinan itu dapat batal: (1) Perkawinan itu dapat dibatalkan ialah 
perkawinan itu semua sah dan dilangsungkan tetapi untuk karena tidak 
memenuhi syarat, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. (2) Perkawinan 
batal demi hukum ialah walaupun perkawinan itu sudah dilangsungkan 
tetapi tidak ada sejak semula.      
Perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi 
kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam 
perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan 
orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. 
Pemeliharaan anak menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh 
dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang 
layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya hak 
asuh anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Kadang-kadang anak harus tinggal dalam keluarga 
dengan ayah tiri atau ibu tiri. Orang tua ialah yang pertama bertanggung 
jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun 
rohani. Tanggung jawab ini mengandung kewajiban memelihara serta 
mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan 
berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, 
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berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. 
Orang tua wajib memelihara, mendidik dan membiayai anak 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan hal ini terus 
berlangsung walau perkawinan antara orang tuanya tersebut putus karena 
perceraian Merujuk pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 
ditegaskan mengenai hal yang harus dilakukan oleh pihak isteri maupun 
pihak suami setelah terjadinya perceraian ternyata pada kenyataannya 
orang tua yang mendapatkan kuasa asuh tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan kuasa asuh 
juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan 
kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak 
menjadi tidak jelas.  
Analisis ini dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan antara 
lain: Hukum adat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi 
Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam hal ini 
timbulnya suatu perwalian, penetapan perwalian harus diikuti dengan 
pencabutan kekuasaan orang tua. Perwalian  adalah pengawasan terhadap 
kepentingan anak-anak yang berada di bawah umur yang tidak berada di 
bawah kekuasaan orang tuanya, serta pengurusan terhadap harta kekayaan 
anak tersebut diatur oleh Undang-undang. (1) Hukum adat. walaupun ada 
orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya atau 
karena ia berkelakuan buruk, maka tanggung jawab akan dengan 
sendirinya beralih kepada orang tua yang lain menurut urutan kedudukan 
orang tua dan hubungan kekerabatan yang bersangkutan. (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 diatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua, dimana apabila 
salah satu atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang 
anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, 
keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau 
Pejabat yang berwenang dengan Putusan Pengadilan, dalam hal-hal 
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sebagai berikut: (a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, (b) 
Ia berkelakuan buruk sekali.   
Akan tetapi pencabutan kuasa asuh tersebut tidak berarti 
menghilangkan kewajiban orang tua yang dicabut kekuasaannya untuk 
membiayai, memelihara, dan melindungi anak-anaknya. Kompilasi hukum 
islam didasarkan pada Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan 
mengenai hal penting mengenai perwalian, yaitu sebagai berikut: 
Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) 
tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Menurut Pasal 26 ayat 1 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) Memelihara, mendidik 
dan melindungi anak. (b) Menumbuh kembangkan anak esuai dengan 
kemampuan, bakat dan minatnya. (c) Mencegah terjadinya perkawinan 
pada usia anak-anak. 
 
3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Setelah Terjadi 
Perceraian 
Putusan hakim dalam perkara No. 157/Pdt.G/2014/PN.Ska 
didasarkan dari hasil kesimpulan pembuktianmajelis hakim menjatuhkan 
hak asuh kepada Penggugat karena dengan kejadian materiil bahwa 
tergugat masih ditahan  dalam rutan selama 30 bulan  karena terbukti 
melakukan tindak pidana penggelapan uang ditempat kerjanya.berdasarkan 
pada bukti dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah 
dikarunia anak yang masih dibawah umur, maka menurut majelis 
hakim,kepentingan dari anak Penggugat dan Tergugat haruslah 
diutamakan. Maka dari itu  anak-anak dari Tergugat dan Penggugat tinggal 
bersama Penggugat karena Tergugat masih menjalani pidana penjara, 
menurut majelis hakim Penggugatlah yang dipandang lebih layak untuk 
diberi penguasaan mendidik dan merawat anak-anaknya tersebut 
sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K/Pdt/2001 
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tanggal 28 agustus 2003 yang menyebutkan:bila terjadi perceraian, anak 
yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada 
orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Berdasarkan Pasal 47 
ayat (1)Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dinyatakan ”anak yang belum mencapai umur (delapan 
belas)tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah 
kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari 
kekuasaanya.Oleh karenanya dalam putusan disebutkan bahwa hak asuh 
anak diberikan kepada Penggugat (ibunya). 
 
3.3 Akibat Hukum Jika Orangtua Tidak Melakukan Terhadap Hak Asuh 
Anak Setelah Perceraian  
Anak merupakan karunia Tuhan yang wajib dijaga dan dipelihara 
oleh kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut akan mudah dilaksanakan 
jika keadaan rumah tangga rukun dan sejahtera. Berbeda halnya jika 
terjadi perceraian seperti yang dicontohkan pada putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta No. 157/Pdt.G/2014/PN.Ska, dimana dalam kasus 
perceraian ini berdampak pada kedua anak mereka yang masih di bawah 
umur.  
Kewajiban orang tua mengasuh anak tidak akan terhenti walaupun 
mereka sudah bercerai. Yang dimaksud orang tua ialah “ ayah dan /atau 
ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”  
menurut pasal 1 ayat 4 Undang undang perlindungan anak. Kuasa asuh 
diatur dalam Pasal 1 ayat 11 No.23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan 
Anak. “ kuasa asuh ialah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan ,bakat, serta 
minatnya. Kondisi yang sangat memprihatinkan apabila salah satu atau 
bahkan kedua orang tua nya sudah tidak memperdulikan anak-anaknya, 
tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan hak asuh terhadap 
anak. 
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Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran dan 
ekploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku ortang tua 
yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh 
kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau 
tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.2 Oleh karena itu bila 
terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh salah satu atau kedua orang tuanya, 
dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang 
tua maka  dapat dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. 
Akibat hukum  jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh terhadap anak 
maka bisa dikenai sanksi karena sudah menelantarkan anaknya dan 
kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan,  bila 
adanya laporan dan bukti maupun saksi dari pihak keluarga lain yang 
mengetahui jika salah satu orang tua atau bahkan kedua orang tua tersebut 
lalai dalam menjalakan tanggung jawabnya dalam mengasuh anaknya.3 
3.1.1 Dapat dikenai sanksi pidana 
Orang tua yang  tidak melaksanakan hak asuh terhadap anak  
sama halnya dengan penelantaran anak, Sanksi terhadap 
penelantaran anak ini ada pada pasal 13 dan pasal 77 Undang- 
undang Perlindungan Anak. Selain itu  Pasal 2 ayat1 huruf a dan b, 
dan Pasal 9 ayat 1, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal Pasal 
49 undang – undang No.23 Tahun 2004 Tentang  Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Pasal 13 UU Perlindungan Anak  
bahwa: ”(1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, 
atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perlindungan dari perilaku: 
diskriminasi,ekploitasi (baik ekonomi maupun seksual), 
penelantaran, kekejaman (kekerasan dan penganiayaan), 
ketikadilan dan perilaku salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, 
wali atau pengassuh anak melakukan segala bentuk perlakuan 
                                                            
2  Abu huraerah , 2006 .   Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung : Nuansa  hal. 37 
3Sunarto, Panitera Muda Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara  Pribadi, Surakarta, 15 
November 2015 jam 09.00 WIB. 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 
pemberatan hukuman. “Dalam hal ini oran tua yang melanggar 
pasal tersebut dapat dikenai pidana berdasarkan pasal 77 “setiap 
orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: (a) dikriminasi 
terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik 
material maupun moril sehingga mengahambat fungsi sosialnya 
atau, (b) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak 
mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun 
sosial, (c) dipidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Didalam undang-undang  Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Pasal  2 ayat 1 huruf a dan b menyebutkan “  
lingkup rumah tangga dalam undang –undang ini meliputi: (a) 
suami, isteri, dan anak.  (b) orang – orang yang mempunyai 
hubungan darah, perkawinan, persussuan, pengasuhan, dan 
perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau. Anak tetap 
menjadi lingkup didalam keluarga dan  masih dalam pengasuhan 
orang tuanya. Larangan keras terhadap  penelantara anak juag 
diatur didalam pasal 9 ayat 1 yakni: “setiap orang dilarang 
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena  persetujuan atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 
pemeliharaan terhadap orang tersebut”. Karena anak masih dalam 
lingkup  rumah tangga dan anak dilantarkan orang tuanya maka 
orang tua tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara berdasar 
pasal 49 huruf a yang berbunyi” dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ), setiap orang yang  
menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaiman dimaksud dalam pasal 9 ayat 1”. 
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3.1.2 Dicabutnya kekuasaan orang tua 
Apabila orang tua terbukti tidak melaksanakan kewajibannya 
maka kekusaan orang tua dapat dicabut dengan putusan  
pengadilan apabila ada anggota keluarga lain yang melaporkan 
kepada ketua pengadilan dan harus disertai bukti – bukti dan saksi 
bahwa orang tua tersebut tidak melaksanakan kewajiban mengasuh 
anaknya4. Berdasarkan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam 
dikemukakan bahwa: (1) Orang tua berkewajiban merawat dan 
mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah 
pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau 
menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika 
kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu 
kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua 
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).Jika 
orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau 
tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut 
dengan putusan Pengadilan Adapun alasan pencabutan tersebut 
karena: (1) Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap 
anaknya. (2) Orang tua berkelakuan buruk sekali.Akibat 
pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, 
maka terhentilah kekuasaan orang tua itu untuk melaksanakan 
penguasaan kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap 
anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurusi 
urusan pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak 
berhak lagi mewakili anak di dalam maupun di luar Pengadilan. 
Dengan demikian ibunyalah yang yang berhak melakukan 
pengasuhan terhadap anak tersebut, ibunya yang mengendalikan 
                                                            
4Sunarto, Panitera Muda Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara  Pribadi, Surakarta, 15 
November 2015 jam 09.00 WIB. 
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pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.Berdasarkan Pasal 49 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun 
kekuasaan pemeliharaan orang tua/ayah kepada anaknya dicabut, 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:(1)Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak Setelah 
Terjadi Perceraian.Putusnya perkawinan tidak memutuskan hubungan 
antara orang tua dan anaknya orang tua bertanggung jawab mengasuh 
anaknya sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin. Tanggung jawab 
orang tua ialah memeliihara, mendidik, melindungi, merawat, dan 
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya serta 
minat, bakat anak tersebut.(2) Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh 
Anak Setelah Terjadi Perceraian.Pertimbangan  Hakim dalam menentukan  
perkara perceraian antara penggugat dengan tergugat, dimana  hak asuh 
anak  jatuh kepada penggugat (ibu), sebab tergugat (ayah) mendapatkan 
hukuman penjara,  hal itu jelas tidak baik untuk perkembangan kedua anak 
tersebut jika hak asuh jatuh kepada tergugat  (ayah ),  selain itu anak – 
anak mereka masih dibawah umur dan kedua anak tersebut dekat dengan 
penggugat (ibu). (3) Akibat Hukum Jika Orang Tua Tidak Melakukan Hak 
Asuh Terhadap Anak Setelah BerceraiApabila salah satu atau kedua orang 
tua terbukti tdak melaksanakan hak asuh terhadap anaknya. Pertama,  
orang tua tersebut dapat dikenai sanksi pidana karena sudah menelantarkan 
anaknya, hal ini harus ada adanya delik aduan bahwa orang tua tersebut 
sudah menelantarkan anaknya. Kedua,  kekuasaan sebagai orang tua dapat 
dicabut melalui putusan pengadilan apabila ada anggota keluarga lain yang 
melaporkan kepada ketua pengadilan dan harus disertai bukti – bukti serta 
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Berdsarkan kesimpulan diatas maka diberikan saran  sebagai berikut: 
(1) Majelis Hakim dalam menetukan siapa yang berhak mendapatkan hak 
asuh sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ayah 
melainkan juga melihat kemampuan ibu dalam memelihara anak serta 
iktikad baik ayah dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan anak serta 
jumplah nominal yang ditentukan untuk dipenuhi setiap bulannya sampai 
anak dewasa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar kelayakan untuk 
memenuhi kehidupan anak tersebut. (2) Pengadilan Negeri Surakarta 
sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat 
mengetahui betapa pentingnya hak-hak anak setelah adanya perceraian. (3) 
Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
referensi untuk penelitian lanjutan mengenai sengketa hak asuh atas anak. 
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